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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONES A

NOMOR 10 TAHUN 1982
TENTANG

PENAMBAHAN PENY ERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM
MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. INDRA KARYA

Menimbang

Mengingat

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha
Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Indra Karya meka dipandang perlu
untuk menambah penyertaan Moda Negara Republik Indonesa ke dalam
Modd Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. IndraKarya;

. bahwa tanah yang pada saat ini berada di bawah pengelolaan Departemen

Pekerjaan Umum yang terletak di Jalan MT. Haryono Kaveling Nomor 9
Jakarta Timur dapat ditetapkan untuk dijadikan tambahan penyertaan Modd
Negara Republik Indonesia ke dalam Moda Saham Perusahaan Perseroan
(PERSERO) PT. IndraKarya;

. bahwa pemisahan kekayaan negara tersebut pada huruf b untuk dijadikan

tambahan penyertaan Moda Negara Republik Indonesa ke dalan Modd
Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Indra Karya perlu ditetgpkan
dengan suatu Peraturan Pemerintah;

. Pasd 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23)
sebagaimana tdah bebergpa kai diubah dan ditambah, terakhir dengan,
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 (Lembaran Negara Tahun 1971
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2959);

. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran
Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890)
tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang (Lembaran
Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969tentang Perusahaan Perseroan

(PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2894) jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1972tentang Perubahan atas Ketentuan Pasal 7Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 1969 tentang Perusshaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran
Negara Tahun 1972 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2987);

. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1970 tentang Pengalinan Bentuk
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Perusahaan Negara (PN) Indra Karya menjadi Perusahaan Perseroan
(PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 60);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1981tentang Penambahan Penyertaan
Moda Negara Republik Indonesa ke dalam Moda Saham Perusshaan
Perseroan (PERSERO) PT. Indra Karya (Lembaran Negara Tahun 1981
Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

Menetgpkan . PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM
MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. INDRA
KARYA.

BAB |
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 1

Negara Republik Indonesa melakukan penambahan penyertaan modd ke ddam Modd Saham
Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Indra Karya yang didirikan di Jakarta dengan Akte Notaris
Djojo Muljadi, S.H. Nomor 108 tanggd 20 Desember 1972.

Pasal 2

() Penambahan penyertaan Moda Negara Republik Indonesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
Peraturan Pemerintah ini berasal dari pemisahan sebagian kekayaan negara yang pada saat ini
berada di bawah pengelolaan Departemen Pekerjaan Umum berupa tanah yang terletak di Jalan
M.T. Haryono Kaveling Nomor 9, Jakarta Timur;

(2) Besarnyanilai penambahan penyertaan Moda Negara Republik 1ndonesia ke dalam Moda Saham
Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Indra Karya ditetgpkan oleh Menteri Keuangan mddui
penilaian yang dilakukan bersama oleh Departemen Pekerjaan Umum dan Departemen Keuangan.

BAB II
PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Pelaksanaan penambahan penyertaan Moda Negara Republik Indonesa ke daam Modd Saham
Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Indra Karya sebagaimana dimaksud dadam Pasal 1 Peraturan
Pemerintah ini dilakukan menurut ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun
1847 Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan undang-
undang Nomor 4 Tahun 1971, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1972.
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BAB Il
KETENTUAN PENUTUP

Pasd 4

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur tersendiri.
Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku padatangga diundangkan.

Agar supaya setigp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesa

Ditetgpkan di Jekarta

padatangga 12 April 1982

RESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd

SOEHARTO
Diundangkan di Jekarta
padatangga 12 April 1982
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd

SUDHARMONO, SH

CATATAN

Kutipan . LEMBARAN NEGARA TAHUN 1982 YANG TELAH DICETAK ULANG
Sumber : LN 1982/18
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